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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2021 

TENTANG 

PELAKSANAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,  

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6), 

Pasal 26 ayat (9), Pasal 27 ayat (9), Pasal 28 ayat (5), Pasal 31 

ayat (3), Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 53 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang 

Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5052); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 

tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5530); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang 

Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5297);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang 

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya 

Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6637); 

10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
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Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 289); 

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PELAKSANAAN USAHA 

KETENAGALISTRIKAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Usaha Ketenagalistrikan adalah usaha di bidang 

ketenagalistrikan yang meliputi kegiatan pengadaan 

tenaga listrik dan layanan jasa dan/atau pekerjaan 

ketenagalistrikan. 

2. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan 

tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, 

distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. 

3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan 

kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan 

usaha dan/atau kegiatannya. 

4. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan 

Umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin 

untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

untuk kepentingan umum.  

5. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan 

Sendiri yang selanjutnya disebut IUPTLS adalah izin 

untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
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untuk kepentingan sendiri. 

6. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang 

selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin untuk 

melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.  

7. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

energi dan sumber daya mineral sebagai tempat badan 

usaha melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan 

tenaga listrik.  

8. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang 

selanjutnya disingkat RUKN adalah rencana 

pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang 

meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi 

tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan listrik nasional.  

9. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang 

selanjutnya disingkat RUPTL adalah rencana pengadaan 

tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, 

distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada 

konsumen dalam suatu Wilayah Usaha. 

10. Sistem Tenaga Listrik adalah sistem penyediaan tenaga 

listrik yang terdiri atas sekumpulan pembangkit dan gardu 

induk yang terhubung satu dengan lainnya oleh jaringan 

transmisi dengan pusat beban atau jaringan distribusi.  

11. Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau 

langkah pemenuhan standardisasi peralatan dan 

pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga 

listrik, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk 

mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, 

aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup 

lainnya, serta ramah lingkungan. 

12. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 

SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan 

Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

13. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya 

disingkat TKDN adalah besaran komponen dalam negeri 
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yang merupakan gabungan barang dan/atau jasa pada 

suatu rangkaian barang dan jasa pada setiap 

pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. 

14. Perusahaan Engineering Procurement Construction yang 

yang selanjutnya disebut Perusahaan EPC adalah badan 

usaha pemegang IUJPTL yang melaksanakan proses 

tahapan desain atau perancangan sistem yang akan 

dibangun dan pengadaan atau pembelian barang yang 

dilanjutkan dengan membangun konstruksi perancangan 

tersebut di bidang ketenagalistrikan. 

15. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai 

bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah 

memenuhi persyaratan acuan. 

16. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah adalah instansi 

pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi 

melakukan pengawasan, proses audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap 

pemenuhan kewajiban penggunaan produk dalam negeri 

dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan akhir 

terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang 

dan/atau jasa dalam rangka memberikan keyakinan 

yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai 

dengan indikator yang telah ditetapkan.  

17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan 

usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 

bidang tertentu. 

18. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan 

hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang 

didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang 

tertentu. 

19. Pemilik Jaringan adalah Badan Usaha pemegang 

Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk 

kepentingan umum dan/atau penyediaan tenaga listrik 

untuk kepentingan sendiri yang memiliki fasilitas 

penyaluran tenaga listrik yang meliputi saluran transmisi 

dan/atau saluran distribusi berikut sarana 
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